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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai alokasi belanja 

modal pembangunan jalan provinsi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan 

Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2015-2017 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pada akhir tahun 2015-2017 alokasi anggaran untuk pembangunan jalan 

provinsi melalui laporan realisasi anggaran program dan kegiatan 

mengalami fluktuatif. Alokasi anggaran yang fluktuatif tersebut 

disebabkan oleh faktor keuangan daerah yang telah ditetapkan dari 

pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alokasi anggaran 

untuk pembangunan jalan provinsi sangat kecil dan belum memenuhi 

kebutuhan. Alokasi anggaran pembangunan jalan provinsi yang sangat 

kecil tersebut dikarenakan dari total jumlah anggaran pendapatan dan 

belanja daerah yang telah ditetapkan tersebut, alokasi untuk 

pembangunan jalan provinsi hanya 25% saja.   

2. Akibat terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan 

provinsi tersebut, setiap tahunnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya bisa membangun 50 

kilometer jalan provinsi. Dari 50 kilometer jalan provinsi yang dibangun 

tersebut dibagi untuk 21 kabupaten dan satu kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Karena terbatasnya anggaran serta alokasi anggaran 
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yang masih kecil tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi NTT menerapkan kebijakan dalam pembangunan jalan provinsi 

yaitu dengan menggunakan asas pemerataan, serta berdasarkan skala 

prioritas. 

3. Jumlah realisasi yang tidak sama dengan  anggaran tersebut disebabkan 

terjadi penghematan anggaran sehingga sisa anggaran tersebut 

dikembalikan lagi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, karena anggaran yang sisa tersebut digunakan untuk program dan 

kegiatan lainnya oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan 

saran-saran yang bisa dijadikan acuan kedepannya dalam alokasi anggaran 

belanja modal pembangunan jalan provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Provinsi NTT antara lain : 

1. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebaiknya lebih 

meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk pembangunan jalan 

provinsi di tahun-tahun yang akan datang, sehingga masalah 

pembangunan jalan provinsi yang belum mantap tersebut dapat terbenahi.  

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara 

Timur sebaiknya alokasi anggaran yang telah ditetapkan harus 

direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sehingga program 

dan kegiatan pembangunan jalan tetap berjalan baik setiap tahunya. 
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3.  Bagi peneliti selanjutnya agar menjadi acuan dan informasi tambahan 

dalam meneliti pengalokasian anggaran belanja modal untuk 

pembangunan jalan provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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